ABSTRAK

Keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara pidana dengan
menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku tindak pidana, korban,
dan masyarakat. Tujuan keadilan restoratif adalah untuk mendapatkan kejelasan
dari suatu peristiwa yang terjadi dengan memberi semangat kepada pelaku,
mengembalikan kerugian korban, melakukan reintegrasi korban ke masyarakat
dan adanya pertanggungjawaban bersama. Mahkamah Agung melalui Direktorat
Jenderal Badan Peradilan Umum mengelurkan Surat Keputusan Pemberlakuan
Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep keadilan restoratif
dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, serta analisa menurut hukum islam dan asas
peradilan. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini
adalah metode penelitian normatif yang bersifat kualitatif. Teknik pengumpulan
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.
Data primer berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Acara
Pidana, Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan
keadilan restoratif. Adapun sumber sekunder diperoleh dari buku-buku hukum
yang ditulis oleh para ahli hukum yang relevan dengan subyek penelitian.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pedoman Keadilan Restoratif
dalam Surat Keputusan Badilum Nomor 1691/DJU/PS.00/12/2020 Tentang
Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif telah sesuai dengan
Konsep Dasar Restorative Justice.
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	SKRIPSI NOVIA TERAKHIR
	SKRIPSI
	ABSTRAK
	MOTTO
	HALAMAN PERSEMBAHAN
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	BAB 1 PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Rumusan Masalah
	1.3 Tujuan Penelitian
	1.4 Kegunaan Penelitian
	1.5 Keaslian
	1.6 Metode Penelitian
	c. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
	d. Metode Analisa Bahan Hukum

	BAB II
	1. Teori Tentang Pidana Dan Pemidanaan

	BAB III
	A. Keadilan Restoratif dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.
	B. Keadilan Restoratif Di Lingkungan Badan Peradilan
	C. Kebijakan Keadilan Restoratif Dalam Penyelasaian Perkara Pidana Di Pengadilan

	BAB IV PENUTUP
	A. KESIMPULAN
	B. SARAN
	DAFTAR PUSTAKA
	Buku
	Jurnal
	Lembaran Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia
	Sumber Lainnya



